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ABSTRAK

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENAMBANGAN PASIR ILEGAL
(Studi Putusan Nomor 224/Pid-Sus/2023/PN Tjk)

Oleh

CHANDRA MULYA SILABAN

Penambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin (PETI) telah menjadi
permasalahan ekologi bagi sumber daya alam di Indonesia. Putusan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Tjk
menjadi salah satu contoh buruk praktik penambangan ilegal yang masih terjadi di
Provinsi Lampung. Oleh karenanya penulis menangkat permasalahan seperti
bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan
pasir ilegal? Apa saja faktor-faktor yang menghambat dalam penegakan hukum
terhadap pelaku penambangan pasir ilegal?

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber dan
jenis data yang digunakan adalah data sekunder diperoleh dari hasil studi pustaka
dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat dikemukakan bahwa
penegakan hukum dari Majelis Hakim pada Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN
Tjk maka, terdakwa secara sah dan berdasarkan dengan fakta-fakta dipersidangan
telah terbukti bersalah dengan melakukan pertambangan pasir secara ilegal
dengan melanggar ketentuan pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2020 majelis hakim tidak melihat adanya alasan pembenar atau pemaaf bagi
perbuatan tindak pidana pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga
majelis hakim berdasarkan dengan Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Tjk
telah menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 8 (Delapan) bulan
dan denda sejumlah lima juta rupiah. Masih terdapatnya faktor-faktor penghambat
terutama pada sektor penegakan hukum oleh kepolisian, kejaksaan sampai pada



majelis hakim di pengadilan negeri terhadap pelaku atau kepada pelaku
pertambangan pasir yang tidak memiliki izin usaha dapat memengaruhi kualitas
hukuman yang diterima pelaku pertambangan ilegal, yang telah tercermin pada
putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Tjk yang menghukum terdakwa selaku
penambangan pasir ilegal tanpa adanya izin resmi dari pemerintah pusat dan
pemerintah daerah dengan hukuman penjara hanya 8 (Delapan) bulan lamanya
dan disertai dengan adanya denda yang sangat sedikit sebesar lima juta rupiah.

Kata Kunci: Penambangan llegal, Penegakan Hukum, Pertimbangan Hakim.



ABSTRACT

ANALYSIS OF LAW ENFORCEMENT OF THE CRIMINAL ACT OF
ILLEGAL SAND MINING
(Number Decision Study Number 244/Pid-Sus/2023/PN Tjk)

By
CHANDRA MULYA SILABAN

Illegal mining or what is known as mining without a permit (PETI) has become an
ecological problem for natural resources in Indonesia. This problem has become
a phenomenon for environmental observers, quite a few local communities or
local customs feel that illegal mining activities have damaged the community's
environmental ecosystem. The decision of the Panel of Judges at the Tanjung
Karang District Court Number 224/Pid.Sus/2023/PN Tjk is a bad example of
illegal mining practices that are still occurring in the Province. Therefore, the
author raises issues such as what are the basic considerations for judges in
imposing a crime in Decision No: 224/Pid.Sus/2023/PN Tjk? What is the law
enforcement process and what are the factors inhibiting law enforcement in the
crime of illegal sand mining?

This research method uses a normative juridical approach. The source and type
of data used is secondary data obtained from the results of literature studies and
interviews.

Based on the results of the research and discussion, it can be stated that the law
enforcement of the Panel of Judges in Decision Number 224/Pid.Sus/2023/PN Tjk
means that the defendant legally and based on the facts at trial has been proven
guilty of carrying out illegal sand mining in violation of The provisions of Article
158 of Law Number 3 of 2020, the panel of judges did not see any justification or
excuse for the mining crime committed by the defendant. So the panel of judges
based on Decision Number 224/Pid.Sus/2023/PN Tjk has sentenced the defendant
to 8 (eight) months in prison and a fine of five million rupiah. There are still
inhibiting factors, especially in the law enforcement sector by the police, the
prosecutor's office and even the panel of judges at the district court against
perpetrators or sand mining actors who do not have business permits, which can



influence the quality of punishment received by illegal mining perpetrators, which
has been reflected in decision No. 224/Pid.Sus/2023/PN Tjk which sentenced the
defendant to illegal sand mining without official permission from the central
government and regional government with a prison sentence of only 8 (eight)
months and accompanied by a very small fine of five million rupiah.

Keywords: Illegal Mining, Law Enforcement, Judge's Consideration.
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MOTTO
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan zoon politicon yang berarti adalah makhluk yang tidak dapat
hidup sekedar mengandalkan dirinya sendiri atau identik dengan kehidupan yang
berkelompok antara manusia satu dengan manusia lainnya.! Hubungan antar
sesama manusia yang saling berkaitan tersebut pada akhirnya akan menimbulkan
sikap kolaboratif untuk dapat mencapai tujuan bersama. Hampir dalam setiap
aspek kehidupan manusia tidak terlepas dari dukungan oleh manusia lainnya, baik
dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Meskipun
demikian, tidak jarang kehidupan berkelompok tersebut menimbulkan persoalan-

persoalan dalam praktiknya termasuk persoalan hukum..

Hukum merupakan landasan dasar untuk dapat mencegah setiap perselisihan atau
permasalahan yang terjadi antara manusia dan/atau badan hukum. Esensi
fungsionalitasi hukum dapat tercermin dalam tujuan hukum itu sendiri, yaitu
menciptakan ketertiban dan keamanan antar subjek manusia dan/badan hukum
dalam kehidupan sosial.? Apabila hukum itu dilanggar maka akan menimbulkan

konsekuensi bagi siapa saja , baik secara perdata maupun pidan

! Wahyu Sasongko, 2019, “Dasar-dasar ilmu hukum (edisi revisi)”, Aura Publishing:
Lampung, him 12
2 Muhammad Sadi, 2017, “Pengantar Ilmu Hukum”, Kencana: Jakarta, hlm 4
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Tindak pidana atau lebih dikenal dengan istilah delik, merupakan istilah yang
banyak dikenal dan ditemui dalam khazanah ilmu hukum pidana. Keberadaan
hukum pidana sendiri tidak terlepas dari keinginan masyarakat untuk menjaga tata
tertib bermasyarakat, hanya saja sebagai catatan, fungsi daripada hukum pidana
adalah menentukan perbuatan mana yang dilegalkan oleh undang-undang dan

dalam situasi apa perbuatan itu akan dimintai pertanggungjawabannya. 3

Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 merupakan negara yang
berlandaskan dengan hukum.* Hukum pidana berperan penting dalam menjaga
kemaslahatan bangsa dan negara. Peranan ini tidak terlepas daripada tujuan pokok
hukum pidana yang terdiri atas 2 (dua) hal antara lain; pertama, untuk menakuti-
nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan tidak baik dan kedua,
untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi
baik dan dapat diterima kembali ke dalam kehidupan lingkungannya.® Oleh
karenanya ruang lingkup hukum pidana itu sendiri telah meliputi banyak sektor
kehidupan, salah satunya dalam soal lingkungan yang saat ini telah menjadi
perhatian banyak pihak. Dalam hal ini, penulis mengangkat isu penambangan

ilegal.

Penambangan ilegal atau disebut dengan pertambangan tanpa izin (PETI) telah
menjadi permasalahan utama ekologi bagi sumber daya alam di Indonesia.
Persoalan ini telah menjadi fenomena bagi para pemerhati lingkungan, tidak

sedikit juga banyak masyarakat lokal atau adat setempat yang merasa kegiatan

3 Moh Majibur, dkk, 2023, “Asas-Asas Hukum Pidana”, Global Eksekutif: Padang, him
19

4 Tlhimi Bisri, 2011, “Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Impelementasi
Hukum Di Indonesia”, Rajawali Press: Jakarta, hlm 13

5 Zainul Bin Abidin Farid, 2007, “Hukum Pidana I”, Sinar Grafika: Jakarta, him 4
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penambangan ilegal telah merusak ekosistem lingkungan mereka. Upaya telah
banyak dilakukan oleh banyak pihak, salah satunya dengan melakukan
demonstrasi, mengajukan petisi, atau melakukan beberapa upaya hukum pidana

atau perdata lainnya.

Merujuk pada data yang dipublikasikan oleh Siaran Pers No:
259.Pers/04/SJ1/2022 Kementerian Energi dan Sumber Daya Air Mineral pada
tahun 2022 lalu, terdapat 2.700 lokasi pertambangan tanpa izin yang tersebar di
beberapa wilayah Indonesia.® Sebagian besar adalah pertambangan mineral yang
berjumlah 2.604 lokasi, sisanya adalah pertambangan batu bara yang berjumlah
96 lokasi. Salah satu pengamat hukum pertambangan, Wahyu Nugroho,
sebagaimana yang dikutip dalam salah satu tajuk berita nasional menerangkan
bahwa salah satu fakor maraknya terjadi penambangan ilegal lantaran karena

lemahnya pengawasan serta kontrol dari pihak pemerintah.’

Dampak yang diberikan pertambangan ilegal ini tidak hanya dirasakan oleh setiap
individu saja. Ketua Indonesia Mining & Energi Forum, Singgih Widaqgdo,
menerangkan bahwa dampak pertambangan ilegal akan mengurangi ketersediaan
lahan bagi pertanian, merusaknya serapan untuk air, dan berpotensi akan
meningkatkan konflik warga atas kerusakan lingkungan.® Ekses ini yang

seringkali dihiraukan oleh para pelaku usaha tambang yang nakal, yang mana

6 Kementerian Energi & Sumber Daya Air Mineral (Kementerian ESDM),
“Pertambangan  Tanpa Izin  Perlu Menjadi  Perhatian Bersama”  diakses dari
https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pertambangan-tanpa-izin-perlu-menjadi-
perhatian-bersama, diakses pada tanggal 28 Mei 2023

4 Firda Dwi Muliawati, “Tambang  Ilegal Semakin Menjamur”,
https://www.cnbcindonesia.com/news/20221201152039-4-392961/tambang-ilegal-makin-
menjamur-pemerintah-ngapain-aja, diakses pada tanggal 28 Mei 2023.

8 Irwandy Arif, 2014, “Batubara Indonesia”, PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, him 6



https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pertambangan-tanpa-izin-perlu-menjadi-perhatian-bersama
https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pertambangan-tanpa-izin-perlu-menjadi-perhatian-bersama
https://www.cnbcindonesia.com/news/20221201152039-4-392961/tambang-ilegal-makin-menjamur-pemerintah-ngapain-aja
https://www.cnbcindonesia.com/news/20221201152039-4-392961/tambang-ilegal-makin-menjamur-pemerintah-ngapain-aja
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hanya mengedepankan keuntungan semata tanpa memikirkan dampak jangka

panjang bagi lingkungan sekitar.

Pemerintah sebagai representatif negara telah menerbitkan beberapa regulasi
terkait aktifitas dan perizinan pertambangan di Indonesia, salah satunya adalah
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Norma
tersebut telah banyak melahirkan banyak peraturan dibawah perundang-undangan
yang menyangkut ruang-lingkup teknis pelaksanaan aktifitas pertambangan itu
sendiri, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan

Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Istilah pertambangan secara definitif diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang berbunyi
Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka,
pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan
umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan
atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan

penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara normatif yuridis
tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) huruf | & Pasal 6 ayat (1) huruf g Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Namun secara praktis

pembinaan dan pengawasan secara tidak langsung dapat dilaksanakan pemerintah
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pada saat mekanisme perizinan usaha tambang oleh pelaku usaha.® Namun alih-
alih demikian, fakta dilapangan menceritakan hal yang berbeda, sehingga tidak
jarang ditemukan banyak penyalahgunaan wewenang dalam aktifitas tambang
dengan tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan
khusus (IUPK), dan izin pertambangan rakyat (IPR).!° Hal ini terjadi karena
banyak ditemukan beberapa oknum pengusaha dan pejabat pemerintahan yang

seringkali abai dalam melaksanakan perintah undang-undang.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor
224/Pid.Sus/2023/PN Tjk menjadi salah satu contoh buruk praktik penambangan
ilegal yang masih terjadi di Provinsi yang berjuluk Sai Bumi Ruwai Jurai ini.
Berlokasi di Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa dengan nama
Nerwan Sapri melakukan aktifitas pertambangan pasir ilegal dengan tidak
mengantongi izin dari otoritas terkait. Bermula saat Terdakwa mendatangi salah
satu masyarakat di Desa Sri Ungu Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung
Tengah yang bernama Wagino alias Bendot atau setidak-tidaknya di daerah
Gunung Sugih. Namun yang mana dikarenakan sebagian besar saksi berdomisili
di Bandar Lampung dan terdakwa ditahan di Polres Lampung berdasarkan Pasal
84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang mempunyai
kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan kasus penambangan pasir ilegal
tanpa izin kerja resmi dari pemerintah Indonesia.!! Saat itu Terdakwa memohon
izin kepada Wagino untuk dapat menggarap lahan miliknya yang memiliki

kandungan material pasir dibawahnya. Lahan tersebut berlokasi berdekatan

9 Adrian Sutedi, 2011, “Hukum Pertambangan”, Sinar Grafika: Jakarta, Him 32

10 Oheo Kaimudin, 2019, “Tindak Pidana Pertambangan”, Media Sahabat Cendekia:
Padang, HIm 3
11 pytusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Tijk, him.3.
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dengan salah satu aliran sungai. Setelah seminggu kemudian, Terdakwa
mendatangi kembali Wagino dan mendapatkan konfirmasi bahwa Terdakwa

diperbolehkan untuk menggarap lahan pasir tersebut.

Bahwa sejak hari Rabu, 18 Januari 2023, Terdakwa memulai melakukan aktifitas
pertambangan dengan mengunakan 1 (satu) unit alat berat excavator, kemudian
pasir tambang tersebut dijual kepada saudara Rio dengan cara memuatnya
langsung ke dalam mobil yang mendatangi lokasi tambang. Kegiatan
penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa berhasil menjual pasir lebih kurang
200 (dua ratus) rit pasir atau lebih kurang 1.400 kubik dengan keuntungan yang
terdakwa peroleh dari pasir yang sudah berhasil dijual sebesar Rp.72.000.000,-
(tujuh puluh dua juta rupiah) dan dari penjualan material pasir hasil penambangan

tersebut dipergunakan dan dibagikan kepada para koleganya termasuk, Wagino.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa pada praktiknya pertambangan
ilegal masih terjadi di banyak tempat, khususnya Provinsi Lampung yang
sepanjang tahun 2020-2021 tercatat 95 titik penambangan pasir ilegal berhasil di
tutup pemerintah.> Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No

224/Pid.Sus/2023/PN Tjk menjadi salah satu contoh bahwa terdapat konsekuensi
pidana bagi para pelaku usaha “nakal” yang menjalankan kegiatan pertambangan

tanpa memiliki izin atau ilegal.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk dapat mengkaji dan meneliti praktik

pertambangan pasir ilegal ini dengan melihat secara konseptual aspek penegakan

12 Sjti Khoiriah, “Pemerintah Akan Tutup 8.683 Tambang llegal, di Lampung Way
Seputih Merupakan Titik Terbanyak™, https://kupastuntas.co/2020/02/19/pemerintah-akan-tutup-
8683-tambang-ilegal-di-lampung-das-way-seputih-merupakan-titik-terbanyak,  diakses  pada
tanggal 23 Agustus 2023



https://kupastuntas.co/2020/02/19/pemerintah-akan-tutup-8683-tambang-ilegal-di-lampung-das-way-seputih-merupakan-titik-terbanyak
https://kupastuntas.co/2020/02/19/pemerintah-akan-tutup-8683-tambang-ilegal-di-lampung-das-way-seputih-merupakan-titik-terbanyak
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hukumnya dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku penambangan tidak berizin
berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Negeri Tanjung Karang No
224/Pid.Sus/2023/PN Tjk sebagai objek kajian dalam tulisan ilmiah ini. Dengan
demikian, penulis dengan ini mengajukan penelitian dengan berjudul “ANALISIS
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENAMBANGAN PASIR ILEGAL (Studi Putusan  Nomor

224/Pid.Sus/2023/PN  Tjk).”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Identifikasi masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk menfokuskan dan
membatasi uraian penelitian pada hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang
diteliti. Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan

antara lain:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak
pidana penambangan pasir ilegal?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap

pelaku penambangan pasir ilegal?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian yakni terkait pada bidang hukum pidana materil yang
mengkaji tentang penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir ilegal
berdasarkan Putusan No: 224/Pid.Sus/2023/PN Tjk sebagai objek kajian

penelitian ini.



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini
adalah:
1. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak
pidana penambangan pasir ilegal.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat penegakan
hukum terhadap pelaku penambangan pasir ilegal.
2. Kegunaan Penelitian

Setelah tujuan penelitian tercapai, maka kegunaan yang hendak dihasilkan yaitu:

a. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis, penelitian ini dimaksud agar menambah ilmu serta wawasan
penulis serta bisa memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu
hukum pidana khususnya mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh
hakim dalam memutus perkara pelaku tindak pidana penambangan pasir ilegal
tidak berizin serta dapat juga mengetahui penerapan hukum bagi pelaku
penambangan pasir yang tidak berizin dalam melakukan segala aktifitas
pertambangan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang
Nomor: 224/Pid.Sus/2023/PN Tjk.

b. Kegunaan Praktis
Dalam hal praktis, penelitian ini dimaksud bisa memberi sumbangan
pemikiran kepada masyarakat dan para civitas hukum mengenai penegakan
hukum hakim dalam memutus perkara penambangan ilegal pasir serta

mengetahui mekanisme penerapan hukum bagi pelaku ilegal penambangan
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pasir berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor:
224/Pid.Sus/2023/PN  Tjk, sehingga kedepannya penelitian ini dapat
menambah sumber rujukan serta literlatur mengenai tindak pidana

pertambangan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis
Kerangka teori merupakan definisi yang meliputi abstraksi yang bersumber
dari oleh pemikiran atau kerangka acuan yang berusaha guna menemukan
variabel-variabel sosial yang dianggap penting oleh para peneliti.*®* Sedangkan
kerangka teoritis adalah hasil pemikiran abstraksi ataupun kerangka acuan
ataupun landasan yang bersangkutan guna pelaksanaan penelitian ilmiah
ataupun hukum.* Berikut ini yakni beberapa teori yang dipakai sebagai

pedoman analisis dalam penelitian ini :

a. Teori Penegakan Hukum
Penegakan hukum (law inforcement) adalah proses dilakukannya upaya
buat tegaknya atau berfungsinya peraturan perundang-undangan secara
konkret menjadi panduan suatu perbuatan dalam melakukan suatu
perbuatan hukum atau interaksi hukum tertentu pada kehidupan
bermasyarakat & bernegara.’® Penegakan hukum ini berorientasi pada tiga
tahapan yaitu tahapan formulasi, tahapan aplikasi dan tahapan eksekusi.

Pada tahap formulasi ialah tahapan penegakan secara hukum oleh

13 Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia: Jakarta,
,him. 125

4 Ibid, him 32.

15 Barda Nawawi Arief, 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum
Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Media Group: Jakarta, HIm 21.
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pembentuk peraturan perundanng-undangan. Didalam tahapan ini
pembentuk undang-undang melakukan kegiatan dengan memilih nilai-
nilai yang sesuai dengan keadaan-keadaan dari situasi masa kiki dan masa
yang akan datang. Pada tahapan aplikasi tahapan penegakan hukum
pidana untuk dapat dilaksanakan secara aturan hukum oleh aparat-aparat
penegak hukum mulai dari pihak kepolisian, kejaksaan sampai pada
kepengadilan. Pada tahapan ini aparatur penegak hukum menegakkan
serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat
olen pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan. Tahapan
eksekusi ialah tahapan penegakan hukum secara konkret oleh aparat
pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas
menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-
undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

. Teori Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Teori Faktor-Faktor penghambat dalam penegakan hukum. Masalah
pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin
mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral,
sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor
tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum
menurut Soerjono Soekanto, yaitu:

Faktor hukumnya sendiri, seperti pada undang-undang.

Hukum disini ialah Undang-Undang yang dibuat secara sah dan merata
bagi setiap warga negara yang tinggal di Indonesia terkhususnya

masyarakat Bandar Lampung. Secara umum dapat dikatakan bahwa
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peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara
yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dimana semakin baik suatu peraturan
hukum yang diberlakukan akan semakin memungkinkan penegakannya.
Sebaliknya, semakin tidak baik peraturan hukum yang berlaku maka
semakin sukar penegakannya.®
d. Faktor penegak hukum.
Penegakan hukum pada tulisan skripsi ini, ialah mereka yang pekerjaannya
bersentuhan langsung dalam hal penegakan hukum, misalnya aparat
Kepolisian Daerah Lampung. Pihak penegak hukum berkewajiban
menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku. Sebagai upaya
penanggulangan dan pencegahan penambangan pasir ilegal. Menurut
Lawrence M. Friedman dalam penegakan hukum tidak terlepas dari sistem
hukum yang ada. Dimana sistem hukum tersebut harus memenuhi unsur-
unsur sistem hukum seperti struktur hukum, substansi hukum, dan budaya
hukum. Ketiga unsur sistem hukum tersebut mempunyai perannya masing-
masing.
e. Faktor sarana atau fasilitas

Faktor sarana, yang mendukung penegakan hukum. Tanpa adanya sarana
atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan
berlangsung dengan baik dan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara
lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil,

organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan

16 |istyaningrum, Novita, and Rinda Philona. Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di
Masa Pandemi. Media Bina Jurnal 7, no. 15 2021. him.4735.
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seterusnya. Jika halhal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan
hukum akan mencapai tujuannya.

f. Faktor masyarakat
Faktor yang berkaitan dengan lingkungan di mana hukum tersebut
berlaku atau diterapkan. Faktor yang memiliki pengaruh kuat dalam
pelaksanaan penegakan hukum. Faktor ini menjadi penting karena
semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap aturan perundang-
undangan, maka akan semakin tercapai penegakan hukum yang baik.

g. Faktor kebudayaan
Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.!” Semakin
banyak persesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan
kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah penegakan
hukumnya. Sebaliknya, apabila suatu peraturan perundang-undangan
tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat.®

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah hubungan antara gagasan-gagasan yang berbeda,

yang maknanya terkait dengan frasa yang sedang atau hendak diselidiki.®

Sehubungan dengan definisi tersebut, maka secara limitatif pengertian dari

istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Tinjauan Yuridis adalah suatu rangkaian yang menggambarkan pola-pola

yang bersifat urut dan konsisten dengan dilakukan pencermatan untuk

17 Soerjono Soekanto I, Op.Cit., him. 8.

18 Ibid. Listyaningrum, Novita, and Rinda Philona. Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan Di Masa Pandemi. Media Bina Jurnal 7, no. 15 2021. him.4736.

19 Op.cit, him, 132.
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memahami pandangan suatu hal sesudah menyelidiki atau dipelajari.?
Sedangkan arti yuridis berasal dari kata “Yuridisch” yang berarti menurut
hukum atau segi hukum.?! Dengan demikian dapat disimpulkan tinjauan
yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa, suatu pandangan
dari perspektif hukum tertentu.

b. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya buat tegaknya atau
berfungsinya peraturan perundang-undangan secara konkret menjadi
panduan suatu perbuatan dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau
interaksi hukum tertentu pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Penegakan hukum ini berorientasi pada 2 (dua) hal yaitu pada aspek
materil hukum dan formil hukum tertentu.

c. Pelaku adalah seorang atau lebih yang melakukan tindak pidana
bersangkutan, dengan arti adanya suatu bentuk sengaja atau tidak sengaja
seperti yang tercantum dalam ketentuan undang-undang, olehnya akan
menimbulkan suatu akibat yang tidak kehendaki oleh undang-undang.??

d. Tidak berizin adalah suatu ketentuan yang ilegal atau melanggar ketentuan
undang-undang.?

e. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam
rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi
penyelidikan ~ umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,

penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan

20 Surayin, 2005, Analisis Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, Yrama Widya:
Bandung, him 10.

21 Marwan dan Jimmy P, 2009, Kamus Hukum, Reality Publisher: Surabaya, him 651.

22 Op.cit, him 34

23 Op.cit, him 30
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dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan
pascatambang.

f. Pasir adalah adalah material butiran yang terdiri dari partikel batuan dan
mineral yang terpecah halus.?* Dalam sudut pandang pertambangan, pasir
termasuk dalam kelompok mineral logam yang dapat ditambang atau
diusahakan, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral & Batubara.

g. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam
sidang pengadilan yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas
dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur

dalam undang-undang sebagaimana diatur pada KUHAP.

E. Sistematika Penulisan

Bermaksud agar penelitian ini mudah dipahami secara komprehensif, penting
guna mengkonsepkan sistematika penulisan, dengan tujuan memberikan
gambaran yang jelas tentang pembahasan penelitian ini agar memiliki keterkaitan

antara satu bagian dengan bagian lainnya. Prosedurnya yakni :

I. PENDAHULUAN
Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah,
permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka

teoritis dan konseptual, serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

24 Wikipedia, “Pengertian Pasir”, https://id.wikipedia.org/wiki/Pasir, diakses pada tanggal
1 Juni 2023.



https://id.wikipedia.org/wiki/Pasir

15
Il. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan kajian pustaka serta teori-teori seperti penegakan hukum pidana,
tindak pidana dan jenis-jenis tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana
pertambangan pasir ilegal, dan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana
penambangan pasir iegal yang berkaitan dengan judul skripsi yang diangkat

penulis skripsi.

I1l. METODE PENELITIAN
Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang meliputi penjelasan
tentang mekanisme pemecahan masalah yang disertai dengan uraian tentang

sumber data, jenis data, pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas permasalahan yang hendak dibahas tentang penegakan hukum
hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku penambangan pasir ilegal
berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Negeri Tanjung Karang Nomor:
224/Pid.Sus/2023/PN Tjk, serta apakah tindak pidana penambangan pasir tidak
berizin  berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor:

224/Pid.Sus/2023/PN Tjk telah berkesesuain dengan hukum.

V. KESIMPULAN
Merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan atas uraian pembahasan yang
telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, serta saran penulis guna alternatif

pemecahan masalah terkait penelitian penulis.



Il. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum Pidana adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau
berfungsinya peraturan perundang-undangan hukum pidana secara konkret
menjadi panduan suatu perbuatan dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau
interaksi  hukum tertentu pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Penegakan hukum ini berorientasi pada 2 (dua) hal yaitu pada aspek materil
hukum dan formil hukum tertentu. Teori penegakan hukum Pidana menurut Barda
Nawawi Arief yang menyatakan pendapatnya bahwasanya penegakan hukum
pidana ialah suatu penegakan terhadap nilai-nilai kebenaran dan keadilan, hal ini
yang mengartikan bahwasanya penegakan hukum telah dipercaya oleh masyarakat
dan keadilan yang telah dikandung di dalam hukum itu sendiri. Penegakan hukum
pidana harus mengandung keefektifan agar seseorang yang melakukan tindak
pidana seperti penambangan pasir ilegal dapat diberikan hukum berupa hukuman
penjara sebagai rangkaian dari efek jera kepada pelaku penambangan pasir secara
ilegal di provinsi Lampung. Fungsi hukum pidana dapat dibagi menjadi 2, yaitu
fungsi umum (mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan
terpeliharanya ketertiban umum) dan fungsi khusus (melindungi kepentingan
hukum dari perbuatan yang hendak memperkosanya (Rechtguterschautz) dengan

sanksi berupa pidana, yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi
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yang terdapat pada cabang hukum lain). Fungsi lain dari hukum pidana sebagai
alat kontrol sosial adalah subsidier, artinya hukum pidana hendaknya baru

diadakan apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

B. Tindak Pidana dan Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar hukum pidana (hukum normatif) yang
berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Istilah
pelanggaran merupakan terjemahan dari "strafbaar feit". Dalam KUHP tidak ada
penjelasan pasti mengenai arti kata strafbaar feit. Tindak pidana seringkali
disamakan dengan pelanggaran ringan, yang berasal dari kata Latin delictum.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berbunyi sebagai berikut: Delik adalah
suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena melanggar hukum pidana.
Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh
undang-undang dan dikenai sanksi pidana. Yang dimaksud dengan perbuatan
disini berbeda dengan perbuatan aktif melakukan sesuatu yang sebenarnya
dilarang oleh undang-undang dan juga perbuatan pasif (tidak melakukan sesuatu
yang dilarang oleh undang-undang) sebenarnya diwajibkan oleh hukum. Jenis-
jenis Tindak Pidana dibedakan menurut kriteria tertentu yang diatur menurut
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dibedakan antara tindak pidana
Buku Il dan tindak pidana Buku IIl. Pembagian tindak pidana menjadi
“kejahatan” dan “pelanggaran” tidak hanya menjadi dasar pembagian KUHP ke
dalam Buku Il dan 11 tetapi juga menjadi landasan seluruh sistem hukum pidana

secara menyeluruh.®

%5 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, him. 56
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C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penambangan Pasir ilegal

Definisi pertambangan apabila ditinjau secara normatif geologis akan
menimbulkan kekeliruan bagi masyarakat atau pembaca yang tidak berlatar
belakang keilmuan tersebut, sehingga pertambangan akan lebih sederhana apabila
ditinjau dari segi kebahasaan atau kepustakaan semata. Pertambangan secara
normatif adalah tahapan kegiatan yang dilaksanakan secara sebagian atau
keseluruhan yang meliputi rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan
mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum eksplorasi, studi
kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan

dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.?®

Ditinjau secara normatif yuridis berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan adalah sebagian atau seluruh
tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau
batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,
konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan
dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
Definisi ini membuktikan, bahwa kegiatan pertambangan merupakan aktifitas
besar dengan melibatkan banyak prosedur yang harus dilaksanakan secara

bertahap dan sistematis serta bersifat koheren.

Kegiatan pertambangan hasil bumi secara praktik adalah aktifitas ekstrasi mineral
dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi. Sumber daya mineral merupakan

sumber daya alam yang tak terbaharui, yang berarti bahan pertambangan itu

%6 Abrar Saleng, 2004, Hukum Pertambangan, UlI Press: Yogyakarta, him 44
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dieksplorasi dan hasilnya akan berupa olahan hasil tambang. Penambangan
sebagai mekanisme pengambilan material dapat diekstraksi dari kekayaan alam
yang terdapat di dalam bumi. Kegiatan pertambangan merupakan suatu bentuk
usaha untuk melakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam tambang

(bahan galian) yang terdapat dalam bawah tanah.?’

Pasir adalah satu bahan mineral yang terdapat di dalam bumi. Biasanya, aktifitas
kegiatan penambangan pasir ini dapat ditemukan diantara tebing atau perbukitan.
Hal ini yang seringkali dapat dilihat oleh masyarakat awam, yang mana banyak
alat berat seperti eskavator sedang melakukan kegiatan pengerukan pada suatu
tebing atau perbukitan. Secara normatif, pasir adalah material butiran yang terdiri
dari partikel batuan dan mineral yang terpecah halus. Meskipun demikian,
pengertian secara normatif yuridis atau kepustakaan sangat sukar untuk ditemui,
hanya saja dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan menyatakan bahwa pasir
adalah salah satu zat yang tergolong dalam mineral logam yang dengan demikian
pasir adalah bagian dari objek pertambangan. Apabila ditinjau secara lebih lanjut,
pengertian secara umum mengenai “pasir” sendiri cukup berkorelasi dengan
ketentuan hukum positif yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Batu dan Mineral serta Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun

2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa penambangan pasir sendiri adalah objek

usaha pertambangan yang secara hukum diperbolehkan untuk dilakukan, karena

27 salim, H.S, 2004, Hukum Pertambangan, Rajagrafindo: Jakarta, him 53
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telah secara jelas diatur dalam peraturan terkait. Untuk itu dapat disimpulkan
bahwa penambangan pasir adalah bagian dari kegiatan usaha pertambangan yang
meliputi kegiatan penyeldikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,
penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau

pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.

Ketentuan perundang-undangan tentang pertambangan dalam hukum positif
Indonesia secara eksplisit meliputi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Batu dan Mineral serta Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 96
Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan. Secara implisit,
terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang aktifitas
pertambangan seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air,

dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.?®

Selain mengenal illegal mining, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Batu dan Mineral, juga mengenal beberapa macam tindak pidana, sebagian besar
ditujukan kepada pengusaha pertambangan, dan sebagai lainnya hanya tindak
pidana yang ditujukan kepada otoritas atau pejabat yang memberikan izin
tambang tersebut. Tindak pidana tersebut salah satunya adalah penambangan

tanpa izin (PETI), pemilik izin usaha tambang menyampaikan laporan palsu,

28 Murty, “Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan
Timah llegal Di Provinsi”, Jurnal Hukum Simbur Cahaya, Vol 24 Nomor 1, 2020, him 12
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pemegang izin usaha menjual mineral dan batubara yang bukan dari pemegang
izin usaha dan / atau merintangi kegiatan usaha pertambangan pemegang izin

usaha.?®

D. Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir llegal

Istilah pemidanaan dapat diartikan sebagai suatu proses berdasarkan pidana itu
sendiri dimana orientasinya memberikan efek jera sebagai akibat untuk
memaksimalkan dan untuk melakukan hal yang diharapkan suatu cara yaitu
menggunakan penjatuhan sanksi atau hukuman terhadap orang yang melakukan
perbuatan pidana atau kejahatan itu. Dalam bahasa lain pemidanaan dapat

diartikan sebagai penghukuman.

Penghukuman itu sendiri berakar dari kata dasar huku, sehingga seringkali
memiliki arti sebagai penetapan hukuman atau pemutusan suatu hukuman.
Dengan demikian secara sederhana pemidanaan dapat diartikan sebagai bentuk
penjatuhan oleh hakim sebagai pihak pengadil yang disimpulkan dari ketentuan-
ketentuan pidana yang secara normatif tercantum dalam peraturan hukum

tertentu. 3°

Tujuan pemidanaan adalah merupakan upaya untuk memberikan peringatan
terhadap orang atau badan hukum agar jangan sampai melakukan perbuatan
tindak pidana yang dilarang oleh peraturan hukum secara tertulis maupun subjek

hukum lainnya agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi yang dapat

29 |bid, him 11
30 Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung:
Alumni, him 19.
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merugikan orang lain.®* Selain itu dalam jajak pendapat Wirjono Projodikoro
selaku ahli hukum menerangkan bahwa tujuan pemidanaan ini adalah
memberikan pendidikan atau memperbaiki orang atau badan usaha yang
melakukan tindak kejahatan agar menjadi pribadi yang baik dalam berbuat. Hal

ini dilakukan agar bisa bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dan bangsa.*?

Dari keterangan di atas, dapat diketahui bahwa pemidanaan itu bukan semata-
mata bertujuan memberikan upaya balas dendam melainkan menjadi upaya
pendidikan bagi seseorang pelaku tindak pidana sekaligus menjadi upaya
pencegahan terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau
pemidanaan bisa saja terwujud jika melihat beberapa mekanisme perencanaan,
antara lain meliputi pemberian pidana oleh undang-undang, pemberian badan oleh

yang berwenang, dan pemberian pidana oleh lembaga pelaksana wewenang.

Teruntuk jenis-jenis pemidanaan indonesia secara normatif yuridis tercantum
dalam Pasal 10 KUHP yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pidana pokok dan
pidana tambahan. Pidana pokok adalah pidana primer yang patut diberikan oleh
majelis hakim selaku pemutus kepada diri terdakwa. Adapun pidana pokok yang
tercantum dalam Pasal a quo tersebut antara lain adalah pidana mati, pidana

penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Penjatuhan pidana mati merupakan

81 Fernando Tantaru, Elsa Rina Maya Toule, Erwin Ubwarin, Kajian Sosio-Yuridis
Pembebasan Bersyarat dan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana pada Masa Pandemi Covid-19
Ditinjau Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan, Jurnal Sanisa, Voll No 1, 2021, Him 37

32 Wirjono Prodjodikoro, 1981, Hukum Acara Pidana di Indonesia. Sumur: Bandung,
Him 16.
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bagian dari kebijakan hukum pidana yang sangat dipengaruhi oleh politik hukum

pidana di dalamnya.*

Pidana mati dalam Pasal 11 KUHP menerangkan bahwa pidana mati dijalankan
oleh algojo di tempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan
papan tempat terpidana berdiri, namun dalam praktiknya cara seperti ini tidak
berlaku lagi dan sudah mulai lebih mengedepankan cara yang ideal, efektif dan
menjujung kemanusiaan. Walaupun pidana mati tercantum secara umum dalam
KUHP, terkhusus pada tindak pidana pertambangan tidak tercantum sanksi
demikian. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
hanya mengenal penjatuhan sanksi pidana penjara, kurungan, denda serta pidana
tambahan. Pidana penjara menurut Andi Hamzah diartikan sebagai bentuk
perampasan kemerdekaan pada diri seseorang.®* Adapun pidana kurungan pada
dasarnya memiliki kesamaan dengan pidana penjara, hanya saja waktu pidana
kurungan lebih sebentar dengan hanya berkisar sekurang-kurangnya 1 (satu) hari
dan paling lama 1 (satu) tahun.*® Sedangkan pada pidana denda adalah tanggung
jawab orang yang didenda oleh hakim/pengadilan untuk membayar biaya tertentu

karena telah berbuat sesuatu yang dapat menghukumnya.3®

Selain itu, pidana tambahan adalah sanksi yang bertujuan meningkatkan hukuman

utama yang diberikan, tidak dapat berdiri sendiri kecuali dalam situasi-situasi

3 Warih Anjari, Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi
Manusia, Jurnal Widya Yustisia, Vol 1 Nomor 2, 2015, HIm 109

34 Andi Hamzah, Op.cit, HIm 36

35 Farid, A.Z. Abidin, & Andi Hamzah, 2006, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik,
Rajawali Press: Jakarta, HIm 289

% Indung Wijayanto, Kebijakan Pidana Denda Di KUHP Dalam Sistem Pemidanaan Di
Indonesia, Jurnal Pandecta, Vol 10 Nomor 2, 2015, HIm 250
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khusus dalam pengambilan alih benda-benda tertentu. Pidana tambahan ini bukan
sesuatu yang bersifat imperatif, dan keputusannya mutlak berdasarkan
pertimbangan hakim itu sendiri. Ketentuan pidana tambahan cenderung berbeda

dari ketentuan pidana pokok, antara lain sebagai berikut :3’

Pertama, hukuman tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping hukuman utama.
Artinya, hukuman tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai hukuman tunggal.
Kedua, hukuman tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila di dalam ketentuan
suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan jelas sebagai ancaman yang memiliki
sanksi, ini berarti bahwa hukuman tambahan tidak dikenakan. Ketiga, terdapat
setiap jenis tindak kriminal, namun hanya diancamkan kepada beberapa tindak
kriminal khusus. Keempat, meskipun diintimidasi secara tegas dalam pembuatan
suatu tindakan kriminal tertentu, namun karakteristik hukuman tambahan ini
adalah opsional. Dengan kata lain, diberikan kepada hakim untuk menerapkannya

atau tidak.

Aktifitas pertambangan yang dilakukan oleh civitas masyarakat, skala kecil atau
besar, adapun dalam skala penambangannya terbatas, maka harus diketahui bukan
berarti pemerintah memberikan izin tambang ke tempat tersebut. Bilamana
penggalian tambang dilakukan secara tradisional, namun objek galian tambang
bisa menyebabkan dampak lingkungan atau kerugian lainnya, maka aktifitas

tambang tersebut tidak boleh dilakukan atau setidaknya dibatasi.

Setiap usaha pertambangan yang didasarkan pada objek galian strategis dan bahan

vital lainnya menurut Undang-Undang Pertambangan dan Mineral akan dapat

87 Hermin Hadiati, 1995, Asas-Asas Hukum Pidana, Ujung Pandang : Lembaga
Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, him. 45.
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dilakukan apabila sebelumnya pihak pelaku usaha terkait telah mendapat izin
pertambangan. Bagi mereka yang secara sengaja atau lalai melakukan kesalahan
yang akan berkonsekuensi pidana, dapat diancam dengan ketentuan Pasal 158 Jo
Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Batu dan Mineral yang
berbunyi “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)

tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.



I11. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang menggunakan prosedur secara
tersistematis serta ide-ide tertentu untuk serangkaian peristiwa hukum dengan
tujuan mempelajari dan menganalisisnya.®® Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis. Pendekatan normatif yuridis
adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mempelajari sumber-sumber
hukum dalam bentuk bahan pustaka, termasuk bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder, dan bahan hukum tersier.®® Studi ini mengacu pada norma-norma
hukum yang berlaku dan beberapa konsep, khususnya pada konsep tentang
pertanggungjawaban pidana yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder serta sumber hukum tersier.

Berdasarkan dengan rujukan bahan-bahan hukum dan pustaka tersebut. Penulis
berkenaan untuk dapat meninjau dan menganalisis dasar penegakan hukum hakim
terhadap penambangan pasir ilegal dan kesesuaian putusan bagi pelaku
penambangan pasir ilegal dengan berpandangan pada Putusan Pengadilan Negeri
Tanjung Karang Nomor : 224/Pid.Sus/2023/PN Tjk sebagai objek kajian pada

penelitian ini. Tujuannya untuk dapat mengetahui apakah dasar penegakan hukum

38 Soerjono Soekanto, Op.cit, HIm 52
31bid, HIm 10
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hakim dalam memutus pidana pelaku ilegal penambangan pasir tersebut telah
sesuai dengan ketentuan norma hukum yang telah berlaku saat ini. Khususnya
kepada beberapa ketentuan hukum materiel yang tercantum dalam Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 tentang Pertambangan Batu dan Mineral dan ketentuan hukum formil

sebagaimana yang tercantum dalam KUHAP.

B.  Sumber dan Jenis Data

Demi menunjang penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) jenis jenis data

yaitu data primer dan data sekunder :

a. Data Primer
Data primer merupakan bahan pokok yang didapatkan secara langsung dari
tempat penelitian dengan melakukan tanya jawab kepada responden
memperoleh data yang dibutuhkan dalam kajian penelitian ini.*® Penentuan
responden ini berlandaskan pada klasifikasi atau kriteria responden yang
memang telah dibutuhkan, yakni seseorang yang dianggap ahli dan
berkapasitas atas rumusan masalah yang tercantum di dalam penelitian ini,
yaitu mengenai dasar penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam
menjatuhkan pidana bagi pelaku penambangan pasir ilegal berdasarkan
Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 224/Pid.Sus/2023/PN
Tjk serta kesesuaian putusan a quo dengan ketentuan hukum yang berlaku.

b. Data Sekunder
Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari berbagai sumber

terpercaya yang terkait dengan penelitian. Data sekunder dijelaskan sebagai

40 Ibid, HIm 55
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informasi yang tidak meliputi data-data pokok yang telah terurai sebelumnya,

yang dimana data sekunder ini adalah murni hasil pengolahan pandangan atau

pemikiran dari para ahli yang memang memiliki kompentensi pada bidang

tertentu. Tujuannya adalah memberikan pedoman kepada penulis. Secara

harfiah, data sekunder adalah data yang memang telah disiapkan dan dapat

dipergunakan secara segera.*’ Adapun data sekunder yang terdapat dalam

penelitian ini antara lain adalah :

1.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang harus dilaksanakan
oleh semua subjek hukum yang terikat dengan suatu norma tertentu,
antara lain:

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Batu dan
Mineral ;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73
Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berkorelasi dengan
bahan hukum pokok yang dapat menunjang dalam melakukan penilaian

dalam rangka untuk memahami bahan hukum pokok, seperti meliputi

41 1bid, him 12
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karya sastra, temuan penelitian, peraturan pelaksana, dan lain
sebagainya yang dapat mendukung penulisan ini.

3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan
keterangan mengenai bahan hukum pokok dan bahan hukum pelengkap
secara jelas yang dapat dijadikan bahan analisis terhadap implementasi
peraturan hukum di lapangan, seperti sumber referensi bahasa,
ensiklopedia, majalah, keputusan pengadilan, artikel online, dan materi
lainnya yang bersifat akademik terkait dengan isu yang akan dibahas

dalam penelitian ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah individu yang memberikan pengetahuan yang diminta dan
mampu merespons setiap pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dalam
penelitian ini. Tujuan daripada narasumber ini adalah untuk menjawab rangkaian
permasalahan yang ada dalam struktur penelitian ini. Teknis pelaksanaan akan
dilaksanakan dengan mekanisme wawancara atau tanya jawab antara pihak
penulis dengan narasumber. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang : 1 Orang
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gunung Sugih : 1 Orang
3. Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung :10rang +

Jumlah 3 Orang
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Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yakni :

a.

Studi Pustaka (library research)

Studi pustaka merupakan cara untuk mendapatkan informasi sekunder yang
pada penelitian ini dilakukan dengan melalui pemanfaatan buku, peraturan,
publikasi ilmiah, artikel online, dan sumber lainnya yang terkait dengan
permasalahan yang sedang diteliti.

Studi Lapangan (field research)

Studi lapangan melibatkan pengumpulan data primer dari narasumber
melalui tanya jawab terbuka. Penulis telah merancang rencana kerja untuk
topik utama diskusi yang akan ditanyakan. Pendekatan ini digunakan agar

responden dapat memberikan jawaban secara bebas sebagai deskripsi.

2. Pengolahan Data

Data yang telah diperolen melalui studi pustaka dan studi lapangan, maka

selanjutnya akan dilakukan pengolahan data terhadap kedua data tersebut dengan

melalui mekanisme sebagai berikut :

a.

Identifikasi data, termasuk usaha verifikasi ulang kesempurnaan, kejelasan,
dan kebenaran data, ditetapkan oleh subjek penelitian yang sedang
diinvestigasi.

Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data yang telah diseleksi harus
dilakukan berdasarkan topik tertentu agar sesuai dengan jenis dan

keterkaitannya.
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c.  Sistematisasi data, atau proses mengatur dan menggabungkan data yang
terkait, bersatu, dan terpadu dalam sub-topik untuk mempermudah

interpretasi data.

E. Analisis Data

Metode analisis data dilaksanakan secara kualitatif yuridis, yang berarti
menggambarkan data dalam bentuk pernyataan yang teratur kemudian diartikan
sesuai dengan norma hukum yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti,
dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang jelas dan memang memiliki
hubungan dalam topik pembahasan. Dengan demikian, diharapkan akan
ditemukan kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang dibatasi dalam

skripsi.



V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dianalisis oleh

penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pada penegakan hukum dari Majelis Hakim pada Putusan Nomor
224/Pid.Sus/2023/PN Tjk maka, terdakwa secara sah dan berdasarkan dengan
fakta-fakta dipersidangan telah terbukti bersalah dengan melakukan
pertambangan pasir secara ilegal dengan melanggar ketentuan pada Pasal 158
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Penulis berdasarkan dengan putusan dari majelis hakim tersebut juga tidak
melihat adanya alasan pembenar atau pemaaf bagi perbuatan tindak pidana
pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga majelis hakim
berdasarkan dengan Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Tjk telah
menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 8 (Delapan) bulan dan
denda sejumlah lima juta rupiah.

2. Masih terdapatnya faktor-faktor penghambat terutama pada sektor penegakan
hukum oleh kepolisian, kejaksaan sampai pada majelis hakim di pengadilan

negeri terhadap pelaku atau kepada pelaku pertambangan pasir yang tidak
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memiliki izin usaha dapat memengaruhi kualitas hukuman yang diterima
pelaku pertambangan ilegal, yang telah tercermin pada putusan Nomor
224/Pid.Sus/2023/PN Tjk yang menghukum terdakwa selaku penambangan
pasir ilegal tanpa adanya izin resmi dari pemerintah pusat dan pemerintah
daerah dengan hukuman penjara hanya 8 (Delapan) bulan lamanya dan
disertai dengan adanya denda yang sangat sedikit sebesar lima juta rupiah
dengan mana apabila ketentuan yang mana apabila denda tersebut tidak

dibayar diganti dengan penjara selama 1 bulan lamanya.

B. Saran

Berdasarkan dari uraian diatas maka penulis memandang perlu adanya pemberian

saran sebagai berikut ini:

1.

2.

Majelis hakim seyogyanya dapat untuk mempertimbangkan faktor-faktor
pemberat kepada terdakwa seperti adanya kerugian negara akibat
penambangan pasir ilegal tersebut sehingga hukumannya dapat diperberat.
Aparat penegak hukum dapat melakukan penelusuran lebih lanjut perihal
adanya kecurangan-kecurangan dari adanya penambangan pasir ilegal pada
putusan No : 224/Pid.Sus/2023/PN Tjk untuk membebaskan provinsi
Lampung dari penambangan-penambangan pasir ilegal.

Masyarakat terhadap penambangan pasir ilegal, siapa saja yang ingin usaha
atau beraktivitas di bidang Penambangan harus dilengkapi segala perizinannya
seperti izin SIUP, SITU dan perizinan terkait lainnya untuk dapat dilengkapi
dan setelah itu pihak pemerintah akan menilai untuk izin dapat turun atau

disahkan.
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